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Abstrak 

 

 

 Tesis ini membahas mengenai notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertindak 

sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya. Apakah perbuatan notaris tersebut dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesinya (Kode Etik Notaris Ikatan Notaris 

Indonesia (I.N.I)). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). 

  Hasil penulisan ini yaitu: Pertama, Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga 

bertindak sebagai makelar tanah dan melakukan pengurusannya telah melanggar sumpah jabatan 

notaris serta asas ketidakberpihakan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan 

notaris. Kedua, Dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), disebutkan pula  Asas 

ketidakberpihakan, sehingga dengan demikian perbuatan notaris tersebut juga telah melanggar 

kode etik profesinya ,yakni Kode Etik Notaris I.N.I..  

 Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat 

memberikan saran yaitu Pertama, notaris sebaiknya hanya fokus dan konsisten pada profesinya, 

serta bersikap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Adanya kegiatan lain disamping  

menjalankan  tugas jabatannya sebagai notaris, dapat mengakibatkan notaris tidak fokus di dalam 

menjalankan tugas utamanya apabila tidak berhati-hati dalam melakukan keduanya dapat saja 

“tergelincir” menjadi menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan Kedua, didalam Kode 

Etik Notaris I.N.I. , apabila dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan 

terbukti bahwa notaris telah melakukan pelanggaran kode etik  maka Dewan Kehormatan dapat 

memberikan rekomendasi atau usulan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk 

mempertimbangkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian 

dengan tidak hormat  kepada  notaris yang bersangkutan 
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KESIMPULAN 

Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai makelar tanah dan 

melakukan pengurusannya telah melanggar sumpah jabatan notaris serta asas ketidakberpihakan 

yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Sehingga dengan demikian 

terhadap notaris tersebut dapat dikenakan sanksi menurut Undang – Undang Jabatan Notaris.  

Dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), disebutkan pula  Asas 

ketidakberpihakan, sehingga dengan demikian perbuatan notaris tersebut juga telah melanggar 

kode etik profesinya ,yakni Kode Etik Notaris I.N.I.. Sehingga dengan demikian terhadap notaris 

tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris. 
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